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PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 1& TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN ATAU KEAGAMAAN

.DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

iy

BUPATI MAGELANG,

. bahwa perdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, pelaksanaan pengelolaan bantuan kegiatan
kemasyarakatan atau kezgamaan harus dilaksanakan secara

- selektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

bahwa dalarn rangka tertib administrasi dan optimalisasi
program pemberian bantuan kegiatan kemasyarakatan atau
keagamaan perlu diatur tata cara pemberian dan
pertanggungjawabannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurui a dan huruf b periu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara rPemberian dan Pertanggungjawaban
Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan atau Keagamaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 1999 Nomor 7%, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851):

Undang-Urdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4288)

Undang-lUndang Nomor .1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Normor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43585);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuéngan Negara;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

ngob)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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11.

12.

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program
Pembangunan Nasicnal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun' 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiz  Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentany Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844):

Undang-Undang Nomaor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tarmnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2003  tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2C09 Nornor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1882 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang
dari Wilayah Kotamadya Daerzh Tingkat I Magelang ke
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I
Magelang (Lembaran Negare Repubiik Indonesia Tahun 1982
Nomor 36):

Peraturan Pemerintah Normor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indcnesia Nomor 4578);

Peraturarr  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4523):

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusar Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaeraH
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik [ndonesia

Tahun 2007 Nomor &2 Tambahan Lemb
' . embaran Ne
Republik Indonesia Nomor 4737) o5
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Menetapkan
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16 Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dasrah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahur 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah aiubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Ncmor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

19 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pokck-Pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Ketupaten Magelang Tahun 2008 Nomor

7). ‘

20.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintanan Daerah Kabupaten Magelang

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor
21);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja- Sekretariat Daerah
dar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor
31)

24 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2008 Nomor 32);

25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahur 2008 Nomor
33).

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

DAN  PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEGIATAN
KEMASYARAKATAN ATAU KEAGAMAAN.

Pasal 1

Bantuan kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan diberikan dalam bentuk uang

kepada anggota atau kelompok masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas

kehidupan kemasyarakatan atau kea i
_ r gamaan berdasarkan urgenitas s iteri
lainnya yang ditentukan oleh Bupati. ° serta Kritena



(2) Bantuan kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan secara selektif dan jumlahnya dibatasi dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan bantuan

kegiatan keagamaan yang dikelola oleh Bag'an Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 2

(1) Terhadap permohcnan bantuan kemasyarakatan atau keagamaan dalam bentuk

proposal dilakukan verifikasi sesuzi ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku. .

(2) Terhadap permohonan bantuan kemasyarakatan atau keagamaan dalam bentuk
surat permohdénan / undangan kegiatan / pemberitahuan lisan dapat diberikan

bantuan berdasarkan azas kewajararn, manfaat dan keadilan sesuai kewenangan
Bupati.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi atau kecamatan.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk
laporan.

(5) ‘Berdasarkan hasil verifikasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4), Bupati-dapat memberikan persetujuar atau menolak permohonan bantuan
kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan tersebut,

Pasal 3

Dalam hal Bupati memberikan bantuan kemasyarakatan alau keagamaan, Dinas
Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mencairkan dana
bantuan kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan dengan mekanisme sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

(1) Besaran bantuan kemasyarakatan atau keagamaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 paling besar senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap
pemberian bantuan.

(2) Penerima bantuan kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan dan besarannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

‘ Pasal 5

Penerima bantuan kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan bertanggung jawab
atas penggunaan dana bantuan.

(2) Pertanggungjavyaban bantuan kegietan kemasyarakatan atauv keagamaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalarn bentuk tanda terima uang.

Pasal €

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 37

Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertan j '
rtanggungjawaban Bantuan Kegiatan
Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Daerah K

. abupaten M
Nomor 37) dicabut dan diryatakarn tidak berlaku. ) paten Magelang Tahun 2009
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Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeérintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Mgy 2010

BUPATI MAGELANG,
\ *

A7t

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid LA ST C
pada tanggal 18 Me¢; 2010 SoLERe /
g - /

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, © | &

f

uroyo
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 255
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